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Fenomena flypaper effect terjadi ketika respon pemerintah daerah atas transfer pemerintah pusat terhadap
belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerahnya. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui apakah terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota
di Indonesia Tahun 2005-2017, baik secara nasional maupun menurut kelompok pulau. Sementara,

K ebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011 juga akan diteliti bagaimana pengaruhnya
terhadap fenomena flypaper effect yang terjadi. Untuk menganalisa fenomena flypaper effect yang terjadi
akan menggunakan pendekatan model birokrasi, perilaku birokrasi yang memaksimalkan belanja daerahnya
untuk belanjayang bersifat administratif.

Secara nasional fenomena flypaper effect terjadi di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama
tahun 2005-2017. Fenomena flypaper effect terjadi, baik sebelum maupun setelah adanya K ebijakan
Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011. Fenomena tersebut disebabkan karena ketergantungan
yang tinggi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia atas transfer Pemerintah Pusat untuk belanjanya.
Namun, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 mempunyai pengaruh yang positif yaitu dengan
mengurangi fenomena flypaper effect yang terjadi, seiring dengan meningkatnya PAD melalui peningkatan
Pajak Daerah dari BPHTB dan PBB-P2. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terbukti memaksimalkan
bel anja daerahnya dengan menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung.

Menurut kelompok pulau, fenomena flypaper effect terjadi di kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan;
Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua, baik sebelum maupun setelah
diterapkannya K ebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBBP2. Namun, dengan diterapkannya kebijakan
tersebut, fenomena flypaper effect mengalami penurunan, meskipun sangat rendah. Pemerintah
kabupaten/kota pada kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa
Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua cenderung menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja
Tidak Langsung yang bersifat administratif. Perilaku tersebut tetap terjadi meskipun diterapkannya
Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2. Sementara, setelah diterapkannya kebijakan tersebut,
pendanaan Belanja Langsung dengan menggunakan Pajak Daerah meningkat. Fenomena flypaper effect
tidak terjadi di Pulau Jawa. Pemerintah kabupaten/kotanya sudah tidak tergantung terhadap DAU dalam
mendanai belanjanya, karena Pgjak Daerah atau PAD memang sudah tinggi atau memadai untuk mendanai
belanjanya.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan
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kebijakan pendaerahan yaitu Pgjak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan
(PBB-P3), dan menerapkan tambahan pagjak (opsen). Dengan pertimbangan bahwa kebijakan ini akan lebih
efektif dibandingkan dengan Kebijakan Pendaerahan PBB-P2, untuk meningkatkan penerimaan daerah
melalui Pgjak Daerah.
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The flypaper effect phenomenon occurs when local government responses to intergovernmental transfers to
regional government spending is greater than to local government revenue. This study researchs the flypaper
effect phenomenon on local governments in Indonesiain 2005-2017, both nationally and according to island
groups. Meanwhile, Regonalize of Land and Building Title Transfer Duty (BPHTB) and Land and Building
Tax (PBB-P2) Policy in 2011 will aso discuss how it affects the phenomenon that occurs. To anayze the
phenomenon, the flypaper effect that occurs will be use the bureaucratic mode, a bureaucratic behaviour that
maximising local spending for administrative cost.

Nationally, the flypaper effect phenomenon occurred at the level of local governments in Indonesia during
2005-2017. the flypaper effect phenomenon occurs, both before and after the BPHTB and PBB-P2
Regonalize Policy in 2011. This phenomenon is caused by the high dependency of local governmentsin
Indonesia on the intergovernmental transfersto its expenditure. However, BPHTB and PBB-P2 Regonalize
Policy has a positive effect by reducing the flypaper effect phenomenon that occurs, in accordance with
using local revenues through increasing the BPHTB and PBB-P2. The local government in Indonesia has
proven to maximising local spending using unconditional grants for indirect expenditures (administrative
cost).

According to the island group, the flypaper effect phenomenon occurs in the Sumatraisland; Kalimantan
island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggaraisland; and Mauku and Papuaisland, both before and after
the implementation of the BPHTB and PBBP2 Regonalize Policy. However, with the implementation of the
policy, the phenomenon of the effect of flypaper decrease very low. Local government in Sumatraisland,
Kaimantan island; Sulawes island; Bali and Nusa Tenggaraisland; and Maluku and Papua Islands use
unconditional grants for indirect expenditures (administrative cost). This behavior continues to occur even
the BPHTB and PBB-P2 Regionalize Policy implemented. Meanwhile, after the implementation of the
policy, the spending of direct expenditure using local tax increased. The flypaper effect does not occur in
Java. The Java's local governments are no longer dependent on the unconditional grants in funding their
spending, because the local tax is aready high or sufficient to fund its expenditure. To increase local
revenues, it can be done through an increase in the tax base with regionalize policy, namely the Land and
Building Tax in the Plantation, Forestry and Mining Sector (PBB-P3), and using additional taxes.
Considering that this policy will be more effective compared to PBB-P2 Regionalize Policy, to increase
local revenues through local tax.



